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WALIKOTA PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBAYARAN DENDA ATAS

Menimbang :

KETERLAMBATAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Sanksi Administratif
dapat diterapkan atas pelanggaran terhadap beberapa
ketentuan sebagaimana menurut ketentuan Undang-Undang
dimaksud, dan diantaranya adalah pengenaan Sanksi

Administratif berupa pembayaran denda;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor
3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015, Uji Berkala Kendaraan
Bermotor merupakan salah satu Objek Retibusi Jasa Umum,
namun pengenaan sanksi administratif berupa pembayaran
denda atas keterlambatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud belum cukup diatur;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang pada prinsipnya
menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana
hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah
Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga
dengan demikian ketentuan mengenai Sanksi Administratif

dapat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;



Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

1.

huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengenaan Sanksi
Administratif Berupa Pembayaran Denda Atas Keterlambatan

Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun
1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun
2011 Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun
2015 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo (Berita Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA TENTANG PENGENAAN  SANKSI

ADMINISTRATIF BERUPA PEMBAYARAN DENDA ATAS
KETERLAMBATAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.



Pasal 1
Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, ditetapkan pengenaan sanksi
administratif berupa pembayaran denda atas keterlambatan uji berkala kendaraan
bermotor sebesar Rp. 20.000,00. (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan

keterlambatan.

Pasal 2
Segala akibat hukum untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 3 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1
Tahun 2015 yang bersifat pengenaan sanksi administratif berupa pembayaran
denda atas keterlambatan uji berkala kendaraan bermotor sebelum ditetapkannya
Peraturan Walikota ini, diakui sah keberadaannya dan mempunyai kekuatan
mengikat menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan

Walikota ini.

Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Mei 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014




